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ABSTRACT 

 

 The entry of the coronavirus into Indonesia, the government 

declared the epidemic a national calamity and implemented a 

slew of laws that contributed to the country's economic collapse, 

which hurt businesses that were compelled to lay off staff. This is 

unquestionably harmful to workers who rely on their paychecks 

to live their lives. Despite the government's best efforts, it is 

confident that laid-off workers will be able to meet their 

demands. Workers should be able to maintain a decent life after 

not working, according to the Law of the Republic of Indonesia 

No. 11 of 2020 on job creation and the government regulation 

No. 37 of 2021 on job loss guarantee. (1) How is the fulfiment 

laid-off employed in accordance with Law No. 11 of the Republic 

of Indonesia of 2020 and Government Regulation No. 37 of 

2021? (2) What penalties are imposed on employers who fail to 

meet their obligations? This study is normative. The Statute 

Approach employs judicial research in conjunction with the 

problem approach strategy. The government also imposes strict 

penalties on employers who comply with their obligations in 

accordance with the regulations. 

Keywords: Employe Rights, Lay Off, Penalties Employeers 
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ABSTRAK 
 

 Masuknya virus Corona di Indonesia membuat pemerintah 

menetapkan pandemi virus corona sebagai bencana nasional dan 

mengeluarkan beberapa regulasi yang membuat turunnya sektor 

ekonomi di Indonesia yang kian berimbas pada perusahaan harus 

mengambil langkah untuk merumahkan dan melakukan 

pemutusan hubungan kerja kepada pekerjanya. Hal ini tentu 

merugikan pekerja yang memiliki gaji untuk pemenuhan 

kehidupan sehari-harinya. Pemerintah dengan segala upaya 

sangat mengantisipasi agar pekerja yang diPHK tetap terpenuhi 

kebutuhannya. Dengan disahkan Undang-undang Cipta Kerja dan 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan diharapakan agar pekerja dapat 

mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja setalah 

diPHK dengan mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan. 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) 

Bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja yang terkena PHK di 

masa pandemi Covid-19 menurut Undang-undang Cipta Kerja 

dan PP No.37 Tahun 2021? dan (2) Sanksi apa yang diberikan 

bagi perusahaan yang tidak memenuhi hak-hak pekerja yang di 

PHK? Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif  dengan 

metode pendekatan masalah yang digunakan adalah 

menggunakan Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach). 

Sanksi yang tegas juga turut diatur oleh pemerintah bagi pemberi 

kerja yang memPHK karyawannya namun tidak memberikan 

haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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Kata kunci: Hak Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Sanksi 

Perusahaan  
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